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A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Bontang ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana

kinerja dan capaian kinerja selama Tahun 2016.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

strategik yang dirumuskan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bontang merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh jajaran aparat agar

mampu secara sinergis menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal maupun

nasional dengan melihat potensi dan tantangan kedepan dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Rebublik Indonesia sehingga

diharapkan dapat dilaksanakan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dan

selaras dengan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah, tugas Badan Kesbangpol adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan

politik.

Badan Kesbangpol menunjuk kepada Undang-Undang no. 23 Tahun 2014

urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala

pemerintahan mempunyai yang berkaitan dengan karakter bangsa melalui

pengamalan nilai-nilai pancasila, UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan

perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota

dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri.  Maktub dalam pelaksanaan Undang-

Undang no. 23 tahun 2014 bahwa Badan Kesbangpol akan diambil alih oleh Pusat.

BAB I

PENDAHULUAN
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Pada Tahun 2016 ini hingga 2017 berdasarkan surat dari Kemendagri bahwa

terdapat penundaan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum.

B. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management),

mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu

merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria

indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi

pemerintah. Acuan indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, atau

Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menindaklanjuti Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Aspek Strategis Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Kota Bontang sebagai SKPD mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri, dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan ganguan

dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika

berpolitik, berbudaya, berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme.

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kesatuan bangsa dan politik.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dalam

menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
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a. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di

bidang bina ideologi dan politik;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di

bidang bina kesatuan bangsa dan demokrasi;

c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah disebutkan bahwa, susunan

organisasi Badan Kesbangpol Kota Bontang terdiri dari 1 (Satu) Kepala Badan, 1

(satu) Sekretaris, 2 (Dua) Kepala Bidang, 2 (Dua) Kepala Sub Bagian, dan 4 (Empat)

Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

3. Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi, membawahi :

a. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;

b. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi dan Hak Azasi Manusia;

4. Bidang Bina Ideologi dan Politik, membawahi :

a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Kemasyarakatan;

b. Sub Bidang Bina Politik dan Pemilu;

5. Kelompok Jabatan Fungsional
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E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik (Kesbangpol) Kota Bontang pada kondisi Januari – Desember 2016, dengan

rincian sebagai berikut:

- Eselon II/b : 1 orang

- Eselon III/a : 1 orang

- Eselon III/b : 2 orang

- Eselon IV/a : 6 orang

- Pelaksana (PNS) : 15 orang

- Non PNS : 13 orang

Rincian pegawai Badan Kesbangpol Kota Bontang menurut tingkat pendidikan

dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.1
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Menurut Tingkat Pendidikan

Sum

ber :

Sub

bag

Umu

m

Kes

ban

gpol

Kota

Bont

ang

(Tah

un 2016)

F. Permasalahan Utama (Startegic Issued) yang dihadapi Organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pada Badan Kesbangpol

merupakan permasalahan positif yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan

realisasi kinerja tahun setempat, sebagai berikut:

No Pendidikan
Jumlah Pegawai

(Orang) (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

SD

SLTP

SLTA

DI

DII

DIII

S1

S2

-

1

6

-

-

5

9

4

-

4

24

-

-

20

36

16

Jumlah 25 100
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1) Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecendrungan terdapat

pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia.

2) Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya

dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

3) Euforia demokrasi secara berlebihan.

4) Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama,

beretika dan bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan.

5) Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu

separatisme dan sumber daya ekonomi.

6) Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan

kurangnya aturan secara tegas dalam pemberantasannya.

7) Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan

yang timbul.

8) Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan

peran dan fungsi politik dalam masyarakat.

9) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena

ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya terdukung.

10) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat

antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan

kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.

11) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk

pengembangan  wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih

rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.

G. Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP
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LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 dan

2017

3. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016

4. Matriks Renstra

5. Dokumentasi Kegiatan
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perencanaan Strategik

yang dirumuskan oleh Kantor Badan Kesbangpol merupakan suatu langkah yang harus

dilakukan oleh jajaran Aparat agar mampu secara sinergis menjawab tuntutan lingkungan

strategik lokal maupun nasional dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan rencana strategik dilakukan dengan melihat potensi dan tantangan

kedepan, sehingga diharapkan mampu untuk dilaksanakan sesuai tuntutan

perkembangan masyarakat dan selaras dengan Visi dan Misi Kantor Badan Kesbangpol

Kota Bontang.

Proses pembuatan rencana Strategik ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi (kebijakan dan program) dan indikator kinerja (ukuran keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaannya).

Pembangunan pemerintahan yang lebih berorientasi kepada pelayanan

masyarakat melalui pengembangan strategi merupakan tantangan dan tuntutan yang

memerlukan penanganan pelayanan prima untuk mendorong Kantor Badan Kesbangpol

dalam upaya mempersiapkan diri agar lebih eksis dan unggul dengan senantiasa

mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam

tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Badan Kesbangpol Kota Bontang yang termuat pada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu penetapan review pencapaian kinerja

Tahun 2011 s/d 2016 dan pencapaian kinerja tahun 2016 s/d 2021. Pada tahun 2016

terdapat perubahan penetapan kinerja dan perubahan indikator kinerja berdasarkan

amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan terpilihnya kepala daerah pada

periode 2016-2021.
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1. VISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan, Kantor Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai organisasai yang

berada dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus manerus

mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai

dalam jangka waktu tertentu. Visi SKPD harus sejalan dengan Visi Kepala

Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sebagai upaya dan dukungan untuk mewujudkan Visi Kota Bontang

periode 2016-2021, yaitu:

maka Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Bontang menyusun

Visi sebagai berikut:

2. MISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Sebagai upaya untuk mecapai visi tersebut diatas dan untuk mewujudkan

Misi Kedua RPJMD 2016-2021 Kota Bontang, maka Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Bontang menyusun Misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi,

wawasan kebangsaan dan sosial budaya.

Misi Kedua : Mewujudkan kerukunan masyarakat.

Misi Ketiga : Mewujudkan kehidupan demokrasi pancasila.

Misi Keempat : Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai

dan aparatur profesional.

“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim
Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan
Hidup untuk Kesejahtraan Masyarakat”

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang

Demokratis”.
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3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk

menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan

memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran

lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga sasaran dapat digunakan sebagai

indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan.

Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Bontang, berdasarkan Visi dan

Misi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama
Badan Kesbangpol Kota Bontang

V ISI :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 1 Tujuan Sasaran

Mewujudkan ketahanan dan

kewaspadaan ideologi,

wawasan kebangsaan dan

sosial budaya

Meningkatkan ketahnanan

dan kewaspadaan ideologi

wawasan kebangsaan dan

sosial budaya

1) Berkurangnya jumlah
peristiwa gangguan
keamanan yang berlatar
belakang ideologi
radikal, isu separatisme,
isu sara dan sumber
daya ekonomi.

2) Meningkatnya jumlah
forum dialog publik.

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua
Badan Kesbangpol Kota Bontang

V I S I :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 2 Tujuan Sasaran
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Mewujudkan kerukunan

masyarakat

Memelihara kerukunan

masyarakat

Meningkatnya kegiatan

pembinaaan  terhadap

LSM, Ormas, dan OKP.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga
Badan Kesbangpol Kota Bontang

V I S I :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 3 Tujuan Sasaran

Mewujudkan kehidupan

demokrasi pancasila
Kualitas politik di daerah

Meningkatnya partisipasi

politik masyarakat dalam

pemilu

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat
Badan Kesbangpol Kota Bontang

V I S I :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 4 Tujuan Sasaran

Mewujudkan sarana dan

prasarana yang memadai

dan aparatur profesional

Meningkatkan efektifitas

dan efisiensi kerja aparatur

serta administrasi keuangan

yang akuntabel

1) Meningkatnya sarana

dan prasarana.

2) Meningkatnya kualitas

aparatur yang

profesional.

3) Terlaksananya

administrasi keuangan

yang akuntabel.

4. Indikator Kinerja

Indikator sasaran dan uraian pendanaan indikatif untuk semua program dan

kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bontang sesuai dengan perubahan penetapan

kinerja pada tahun 2011-2016 dan perubahan kinerja 2016 sampai dengan kinerja

2017, disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
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Indikator Sasaran Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang
(2011 – 2016)

Pada tahun 2011 sd 2016 indikator terhadap sasaran strategis Badan Kesbangpol

terdiri dari tiga indikator terdiri dari :

1. Forum dialog publik merupakan penjabaran dari program kegiatan kemitraan wawasan

pembangunan, pengembangan wawasan pembangunan dan peningkatan

pemberantasan penyakit.

2. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP penjabaran dari program pendidikan

politik dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

3. Pembinaan Politik di daerah merupakan penjabaran dari program pendidikan politik.

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Badan

Kesbangpol merupakan SKPD yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

kewajibannya yaitu memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memeliharan keutuhan NKRI, maka Badan Kesbangpol melakukan perubahan terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada Tahun 2016.

Perubahan tersebut juga seiring dengan perubahan Kepala Daerah terpilih untuk

tahun 2016 sd 2021 sehingga penjabaran perubahan indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang

(2016 – 2021)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2 3

1 Meningkatnya Forum Dialog Publik Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi

2 Meningkatnya Pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP

Jumlah Kegiatan dalam Pembinaan LSM, Ormas,
dan OKP

3 Meningkatnya Kegiatan Pembinaan
Politik di Daerah

Jumlah Kegiatan dalam Pembinaan Politik di
Daerah
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2 3

1
Penguatan dan internalisasi
ideologi pancasila dan nilai-nilai
kebangsaan

Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan
yang berlatar belakang ideologi radikal, isu
separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi

Jumlah forum dialog publik

2 Peningkatan peran partai politik
melalui pendidikan politik

Presentase partisipasi politik masyarakat dalam
pemilu

3 Peningkatan peran ormas Kota
Bontang

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP

Sasaran strategis tahun 2016 sd 2021 berdasarkan permasalahan-

permasalahan dan isu-isu prioritas di lima tahun sebelumnya yang harus dijabarkan dan

harus dilaksanakan penyelesaiannya pada lima tahun ke depan. Indikator tahun 2016 sd

2021 memuat :

a. Berkurangnya gangguan keamanan, hal ini dijabarkan pada Program

pengembangan wawasan pembangunan.

Dialog publik, memuat penjabaran dari program kegiatan kemitraan wawasan

pembangunan, pengembangan wawasan pembangunan dan peningkatan

pemberantasan penyakit.

b. Peningkatan peran peran partai politik melalui pendidikan politik.

c. Peran ormas pada program pendidikan politik dan Fasilitasi pemberdayaan

masyarakat.

5. Strategi

Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai leading sektor di bidang Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dimana tugas utama yang diemban dalam

RPMJD Pemerintah Kota Bontang periode Tahun 2016-2021 yaitu pertama, menjaga

stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketentraman
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dan ketertiban dengan menjaga suasana kerukunan kehidupan beragama. Kedua,

meningkatkan etika berpolitik, budaya, demokrasi, jiwa nasionalisme.

Berdasarkan Misi RPJMD 2016-2021 Kota Bontang, tupoksi Badan Kesbangpol

Kota Bontang termasuk dalam Misi 1 (pertama) yaitu “Menjadikan Kota Bontang

Sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Dalam mengemban tugas berdasar misi 1 (pertama) Pemerintah Kota Bontang

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Kota Bontang

menetapkan strategi sebagai berikut :

1) Menciptakan keamanan daerah dan memfasilitasi penyelenggaraan

peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara.

2) Mendorong dan meningkatkan fasilitasi dialog publik.

3) Menciptakan hubungan yang harmonis antar organisasi kemasyarakatan dalam

upaya peningkatan kesatuan bangsa.

4) Melaksanakan pendidikan politik.

5) Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana.

6) Meningkatkan kualitas tata kelola aparatur.

6. Kebijakan

Berdasarkan Strategi yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan arah

kebijakan-kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bontang pada rencana strategis Tahun

2016-2021, sebagai berikut :

1) Menciptakan kehidupan sosial politik yang dinamis, stabil dan kondusif, dengan

memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesadaran kebangsaan serta

persatuan dan kesatuan kebangsaan.

2) Mengembangkan kompetensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

bencana dan mengantisipasi masalah masalah strategis lainnya di Kota

Bontang.

3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan masalah masalah prilaku

sosial, pemantauan dan penanganan dampak kegiatan orang asing.

4) Memotivasi tokoh masyarakat dalam berpartisipasi terhadap proses pembauran

bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.
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5) Menciptakan situasi sosial politik yang kondusif pada pelaksanaan pemilu

6) Mengembangkan ketahanan Ekonomi, sosial, seni budaya daerah sebagai

perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

7) Memfasilitasi infrastruktur politik sebagai wahana penyaluran aspirasi

demokrasi.

8) Mempercepat upaya penjaringan data dan informasi serta perkembangan

situasi dan kondisi daerah di bidang sosial politik.

9) Menciptakan hubungan yang harmonis antara elemen-elemen/ lembaga-

lembaga organisasi bangsa dalam upaya pembangunan kesatuan Bangsa dan

Politik.

7. Program dan Kegiatan

Program pembangunan merupakan instrumen yang berisi kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta memperoleh alokasi

anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

Program juga  merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Badan

Kesbangpol Kota Bontang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

Program yang menjadi kewenangan internal SKPD Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

1) Pengembangan Wawasan Pembangunan

2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

4) Pendidikan Politik Masyarakat

5) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

6) Pelayanan Administrasi Perkantoran

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
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8) Peningkatan Disiplin Aparatur

9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan adalah aktivitas yang lebih rinci dan diarahkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan bagi tercapainya hasil (outcome) dari program. Adapun

kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bontang pada Tahun 2016 adalah:

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

(5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(9) Penyediaan Makanan dan Minuman

(10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

(11) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

(12) Pengadaan Sewa Gedung Kantor

(13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(15) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

(16) Pendidikan dan Pelatihan Formal

(17) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

(18) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

(19) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

(20) Penyusunan Renja SKPD

(21) Penyusunan Laporan Akuntabilitas

(22) Penyusunan Renstra SKPD
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(23) Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah

Daerah

(24) Pertemuan Antar Umat Beragama

(25) Pemberdayaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)

(26) Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

(27) Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA

(28) Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

(29) Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

(30) Perayaan Hari-hari Besar Nasional

(31) Fasilitasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri

(32) Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota

(33) Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

(34) Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik

(35) Verifikasi Data Orkemas

(36) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada

(37) Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan

Forum Keagamaan/ Paguyuban

B. PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesbangpol menyusun penetapan/perjanjian kinerja setelah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2016, dimana berisikan sasaran strategis,

indikator kinerja, satuan, dan target kinerjaTahun 2016, program/kegiatan dan

anggaran pada tahun tersebut.

Berdasarkan sasaran strategis pada renstra tahun 2011-2016 yang

dijabarkan pada perencanaan kinerja (penetapan kinerja) Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.3
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Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

1 2 3 4

1 Meningkatnya Forum Dialog
Publik

Jumlah Kegiatan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi

30 kegiatan

2
Meningkatnya Pembinaan
terhadap LSM, Ormas, dan
OKP

Jumlah Kegiatan dalam
Pembinaaan LSM, Ormas,
dan OKP

100 kegiatan

3 Meningkatnya Kegiatan
Pembinaan Politik di Daerah

Jumlah Kegiatan dalam
Pembinaan Politik di
Daerah

60 kegiatan

Total Anggaran Setelah Perubahan 11.258.315.000 (Belanja langsung)

Dalam medukung visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih yang

telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 maka Badan Kesatuan Bangsa

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.541.716.140 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 632.950.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 85.020.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 306.300.000 APBD

5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

90.061.000 APBD

6 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik - APBD

7 Program Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah 170.000.000 APBD

8 Program Pengembangan Wawasan
Pembangunan 201.130.000 APBD

9 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Pembangunan 4.352.882.000 APBD

10
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)

774.286.860 APBD

11 Program Pendidikan Politik
Masyarakat 524.157.000 APBD

12 Program Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat 529.812.000 APBD
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dan Politik Kota Bontang membuat renstra SKPD dengan memuat perubahan perjanjian

kinerja di tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

1 2 3 4

1
Penguatan dan internalisasi
ideologi pancasila dan nilai-
nilai kebangsaan

Berkurangnya peristiwa
gangguan keamanan yang
berlatar belakang ideologi
radikal, isu separatisme, isu
sara dan sumber daya ekonomi

1 peristiwa

Jumlah forum dialog publik 5 kegiatan

2
Peningkatan peran partai
politik melalui pendidikan
politik

Presentase partisipasi politik
masyarakat dalam pemilu 0 persen

3 Peningkatan peran ormas
Kota Bontang

Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan OKP 5 kegiatan

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.445.382.697 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 387.160.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 53.520.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 139.300.000 APBD

5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

62.761.000 APBD

6 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 7.300.000 APBD

7 Program Pengembangan Wawasan
Pembangunan 90.470.000 APBD

8 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Pembangunan 1.527.752.000 APBD

9
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)

540.136.860 APBD

10 Program Pendidikan Politik
Masyatakat 236.917.000 APBD
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Total Anggaran Setelah Perubahan 5.588.099.557 (Belanja langsung)

Perjanjian kinerja tahun 2016 yang dilaksanakan dalam pencapaian

program dan kegiatan di tahun 2016 adalah Perubahan perjanjian kinerja tahun

2016, hal tersebut telah memuat beberapa indikator dalam menjawab isu-isu

prioritas pembangunan bidang politik dan pemerintahan umum untuk tahun 2016.

11 Program Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat 97.400.000 APBD
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Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang adalah merupakan perwujudan

kewajiban dari Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pencapaian setiap sasaran, hambatan dan kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Sebelum memasuki penjabaran tentang akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol

di tahun 2016, kami menindaklanjuti terlebih dahulu laporan hasil evaluasi atas

akuntabilitas kinerja tahun 2015 dari Inspektorat Daerah.

A. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LKIP 2015

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat daerah meliputi

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan

capaian sasaran/kinerja organisasi, LKIP Badan Kesbangpol mendapatkan nilai B

dengan nilai 63,46.  Dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra agar menyajikan indikator kinerja tujuan.

2. Menyusun mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja.

3. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator

kinerja.

4. Memerintahkan pejabat Esselon III dan IV untuk membuat indikator kinerja

Individu (IKI) yang selaras dengan indikator kinerja atasannya.

Jawaban atas rekomendasi untuk tindak lanjut LKIP tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Indikator kinerja tujuan di renstra meliputi :

Badan Kesbangpol mempunyai 4 tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan

misi.  Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sehingga untuk

menentukan tingkat keberhasilan atau capaiannya melalui sasaran dimana lebih

bersifat kuantitatif dan terukur.  Hal ini telah dituangkan pada laporan LKIP tahun

2016 ini.

2. Mekanisme SOP pengumpulan data kinerja SKPD , terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
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3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2016, terlampir.

4. Dokumen Indikator kinerja Individu (IKI) untuk tahun 2016, terlampir.

Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi LKIP 2015 untuk penyusunan tahun 2016,

Badan Kesbangpol telah berusaha memenuhi dan memperbaiki dalam hal

penyusunan laporan LKIP tersebut.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bontang pada Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1 2 3 4 5 6

1

Penguatan dan
internalisasi ideologi
pancasila dan nilai-
nilai kebangsaan

Berkurangnya peristiwa
gangguan keamanan
yang berlatar belakang
ideologi radikal, isu
separatisme, isu sara
dan sumber daya
ekonomi

1 0 90

Jumlah forum dialog
publik 5 36 >100

2
Peningkatan peran
partai politik melalui
pendidikan politik

Presentase partisipasi
politik masyarakat
dalam pemilu

0 0 100

3 Peningkatan peran
ormas Kota Bontang

Jumlah kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP

5 86 >100

Jumlah Anggaran Rp 5.588.099.557,-
Jumlah Realisasi Anggaran Rp 4.832.612.541,-



Laporan Kinerja Kesbangpol Kota Bontang
42

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi unit organisasi. Berdasarkan Data diatas bahwa pada Sasaran

Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2016 memuat sasaran strategis pada masing-masing

bidang di Badan Kesbangpol yaitu Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi dan

Bidang Bina Idiologi dan Politik.

Secara garis besar capaian realisasi pada indikator kinerja Badan Kesbangpol

mencapai 100% bahkan capaiannya ada di posisi diatas 100%. Hal ini menunjukkan

pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol mencapai target sesuai dengan Rencana

Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan

Kepala Badan.  Adanya pengurangan anggaran pada tahun 2016 dari pagu anggaran

Rp. 11.258.315.000,- menjadi Rp. 5.588.099.557,- tidak berdampak secara signifikan

dengan upaya pelaksanaan kegiatan di Badan Kesbangpol sehingga pengukuran kinerja

dapat terukur dan menghasilkan capaian persentase ada sampai di atas 100%.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja

setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan sasaran.

Badan Kesbangpol sesuai Renstra yang dibuat telah menetapkan sebanyak tiga sasaran

strategis, yang telah direalisasikan dalam 12 program kegiatan strategis dan rutin pada

Tahun 2016. Program kegiatan strategis sebanyak 6 program dan dilaksanakan hanya 5

program kegiatan setelah perubahan anggaran diantaranya program pengembangan

wawasan pembangunan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Peningkatan

pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), pendidikan politik masyarakat, dan

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 yaitu tentang Penguatan dan Internalisasi Ideologi Pancasila

dan Nilai-Nilai Kebangsaan.
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No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
Tahun
2015

Tahun 2016

Target Realisasi Persentase
Capaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Berkurangnya
peristiwa gangguan
keamanan yang
berlatar belakang
ideologi radikal, isu
separatisme, isu sara
dan sumber daya
ekonomi

Peristiwa 0 1 0 90

Meningkatnya
Forum Dialog Publik Kegiatan 75 5 36 >100%

Ada dua Indikator kinerja pada strategis satu yaitu berkurangnya peristiwa

gangguan keamanan dan forum dialog publik.  Seiring dengan tujuan pada misi satu

bahwa di dalam peningkatan ketahanan dan kewaspadaan ideologi wawasan

kebangsaan dan sosial budaya, maka gangguan keamanan yang berlatar belakang

ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi harus dapat

diminimalisir hal ini dalam rangka penguatan ideologi pancasila dan mengantisipasi

ancaman terhadap integritas nasional dan memperkuat persatuan NKRI. Realisasi pada

tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Kesbangpol sebesar 0 peristiwa, menunjukkan

bahwa permasalahan-permasalahan yang berlatar belakang isu separtisme, isu sara di

Kota Bontang tidak menimbulkan dampak terhadap gangguan keamanan.  Dapat

dinyatakan bersifat kondusif pada tahun 2016.

Indikator ke dua adalah meningkatnya jumlah forum dialog publik, termuat pada

bidang bina kesbang dan demokrasi. Program kegiatan yang mendukung pada indikator

tersebut adalah program pengembangan wawasan pembangunan, kemitraan wawasan

pembangunan dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. Capaian realisai

tahun 2015 sebesar 75 kegiatan sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar 36 kegiatan.

Jika dibandingkan dengan target di tahun 2016 yaitu sebanyak 5 kegiatan maka

persentase capaian >100 % yaitu di atas 100%. Kegiatan-kegiatan di tahun 2016 yang

mendukung indikator tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan antar umat
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beragama yaitu PAKEM, memfasilitasi dan membentuk tim terpadu daerah penanganan

konflik sosial, memberdayakan beberapa forum di bawah Kesbangpol dan melaksanakan

kegiatan rutin pada bidang kesatuan bangsa dan demokrasi.

Permasalahan

Turunnya kegiatan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 75 kegiatan

menjadi 36 kegiatan, hal ini dikarenakan banyaknya anggaran berkaitan dengan

peningkatan forum dialog publik dikurangi dan dihilangkan di anggaran perubahan

APBD-P 2016 .

Solusi Permasalahan

Dengan adanya pengurangan anggaran perubahan di tahun 2016, Badan

Kesbangpol melakukan sinergitas antara kegiatan vertikal dengan kegiatan Badan

Kesbangpol serta mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat

dalam rangka penguatan pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini yaitu dengan

melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring di lapangan.

No Indikator Kinerja Satuan
Realisasi

Tahun
2016

Realisasi Tahun Lalu
Persentase

Kenaikan/Penurunan
Realisasi 2016 vs Tahun

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Berkurangnya
peristiwa
gangguan

keamanan yang
berlatar belakang
ideologi radikal,
isu separatisme,

isu sara dan
sumber daya

ekonomi

Peristiwa 0 0 0 0 100 100 100

Meningkatnya
Forum Dialog

Publik
Kegiatan 36 44 33 75 82 >100 48
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Berdasarkan tabel sebelumnya bahwa indikator tentang berkurangnya peristiwa

gangguan keamanan dengan satuan peristiwa realisasi tahun 2013, 2014, 2015 belum

terukur.  Mulai terukur pada tahun 2016 dengan peristiwa yang tidak berpengaruh

terhadap gangguan keamanan sebesar 0 peristiwa dengan persentase rata-rata 100.

Pada indikator peningkatan dialog publik dibandingkan realisasi pada tahun 2016

yaitu sebesar 36 kegiatan pada tahun 2013 sebesar 44 kegiatan, tahun 2014 sebesar 33

kegiatan dan tahun 2015 sebesar 75 kegiatan dengan persentase masing-masing di

tahun 2013 sebesar 82 %, tahun 2014 > 100% dan 2015 sebesar 48 %. Peningkatan

kegiatan dialog publik naik pada tahun sebelum 2016.

Permasalahan

Turunnya kegiatan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2013 dan 2015 hal ini

dikarenakan banyaknya anggaran berkaitan dengan peningkatan forum dialog publik

dikurangi dan dihilangkan di anggaran perubahan APBD-P 2016, hanya kegiatan berupa

kemitraan forum seperti FKDM, FKUB, FPK, Kominda, Penanganan Konflik  Sosial, BNK

dan Tim Pakem yang masih diakomodir.

Sedangkan kegiatan berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan

pancasila untuk penanganan kurangnya gangguan keamanan akibat latar belakang

radikalisme ideologi, sara dll, anggaran dikurangi dan dihilangkan.

Solusi Permasalahan

Dengan adanya pengurangan anggaran perubahan di tahun 2016, Badan

Kesbangpol melakukan sinergitas antara kegiatan vertikal dengan kegiatan Badan

Kesbangpol serta mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat

dalam rangka penguatan pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini yaitu dengan

melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring di lapangan. Maka pencapaian

kinerja masih optimal.
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Realisasi berdasarkan target renstra pada indikator kinerja pada strategis 1

menunjukkan persentase capaian terhadap target renstra untuk tahun 2016 dan 2017

masing-masing 100% dan > 100%. Keberhasilan realisasi dari target 2016 dan target

renstra tahun 2017, bahwa pengukuran peristiwa dan kegiatan pada RPJMD dan target

renstra sebanding.

Badan Kesbangpol pada tahun 2016 dan 2017 pengukuran target untuk

peningkatan forum dialog publik relatif rendah, hal ini melihat kondisi keuangan pada

Pemerintah Daerah belum stabil akibat turunnya tingkat perekonomian di Indonesia.

Adanya peningkatan anggaran akan berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan

realisasi kegiatan.

Solusi

Dengan adanya pengurangan anggaran perubahan di tahun 2016, dan kondisi pada

tahun 2017 anggaran  Badan Kesbangpol dilakukan mengurangan kembali, maka yang

akan dilakukan Badan Kesbangpol untuk peningkatan kinerja berkaitan dengan indikator

pada sasaran strategis 1 yaitu

No Indikator
Kinerja Satuan

Realisasi
Tahun
2016

Target Renstra
Tahun

Persentase
Capaian Terhadap

Target Renstra
Tahun

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Berkurangnya
peristiwa
gangguan
keamanan

yang berlatar
belakang
ideologi

radikal, isu
separatisme,
isu sara dan
sumber daya

ekonomi

Peristiwa 0 0 0 100 100

Meningkatnya
Forum Dialog

Publik
Kegiatan 36 5 5 >100% >100%
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- Melakukan sinergitas antara kegiatan vertikal dengan kegiatan Badan

Kesbangpol serta mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan

tokoh adat.

- Melakukan Apel /Irup dalam penguatan wawasan kebangsaan dan penguatan

ideologi pancasila di lingkungan sekolah-sekolah.

- Optimalisasi pembentukan dan tim terpadu dalam penanganan konflik.

Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2 yaitu Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan

politik.

No Indikator
Kinerja Satuan

Capaian
Tahun
2015

Tahun 2016

Target Realisasi Persentase
Capaian

1 2 3 4 5 6 7

2

Presentase
partisipasi
politik
masyarakat
dalam pemilu

Persen 0 0 0 100

Indikator kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu partisipasi politik masyarakat

dalam pemilu capaian di tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 0 persen dengan

persentase capaian sebesar 100%

No Indikator
Kinerja Satuan

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi Tahun Lalu
Persentase Kenaikan/

Penurunan Realisasi 2016
vs Tahun

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Presentase
partisipasi
politik
masyarakat
dalam
pemilu

Persen 0 0 0 0 100 100 100
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Persentase pada realisasi pada tahun 2013, 2014, 2015 adalah sebesar 0, hal ini

dikarenakan indikator kinerja pada sasaran strategis 2 di tahun tersebut belum ada dan

belum terukur. Program kegiatan berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam

pemilu yaitu terdapat pada Program Pendidikan Politik, dimana sub kegiatan yang

terrangkum dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut adalah sebanyak 28 kegiatan.

Akan tetapi jumlah persentase minat masyarakat dalam pemilu belum terhitung terukur.

Permasalahan

Pengukuran indikator kinerja pada sasaran ke 2 ini yaitu pada saat dilakukan

pesta demokrasi di Kota Bontang yaitu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur

pada tahun 2018, pemilihan legislatif pada tahun 2019 dan pemilihan legislatif pada

tahun 2020.

Solusi Permasalahan

Pengukuran indikator akan dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemilu dengan memperhitungkan jumlah pendidikan politik yang telah

terserap oleh masyarakat.

Indikator Kinerja pada sasaran strategis 2 berdasarkan target renstra tahun 2016

dan 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, persentase capaian yaitu sebesar

100 persen, dimana target dan realisasi pada posisi 0 persen.

No Indikator
Kinerja Satuan

Realisasi
Tahun
2016

Target Renstra
Tahun

Persentase Capaian
Terhadap Target
Renstra Tahun

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Presentase
partisipasi
politik
masyarakat
dalam
pemilu

Persen 0 0 0 100 100
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Permasalahan

Pengukuran indikator berdasarkan target renstra berada pada 0 persen, pada

persentase di tahun 2016 realisasi juga 0 persen dikarenakan belum ada realisasi

pengukuran berkaitan dengan partisipasi masyarakat terhadap pemilu.  Pendidikan politik

pada tahun 2016 belum berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, akan tetapi masih

berada di realisasi 0 persen, hal ini disebabkan :

1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi

kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan

kamu marjinal.

2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan

pemilu.

3. Pengukuran tertuju terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu,

dimana terlihat pada penghitungan DPT per Kota Bontang.

Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan sehingga bisa terakomodir realisasi pencapaian indikator

kinerja di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya keterlibatan pemerintah dan pemda dalam penyelenggaraan forum

dialog politik dan pendidikan politik.

2. Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan pemilu

sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan

pemilu.

3. Sosialisasi aturan pelaksanaan UU penyelenggaraan pemilu.

Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis 3 yaitu Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Kota Bontang.
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No Indikator
Kinerja Satuan

Capaian
Tahun
2015

Tahun 2016

Target Realisasi Persentase
Capaian

1 2 3 4 5 6 7

3

Jumlah
kegiatan
pembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan
OKP

Kegiatan 59 5 86 >100%

Berdasarkan sasaran strategis 3 yaitu Peningkatan peran ormas kota bontang

dengan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan dalam pembinaan LSM, Ormas dan OKP

capaian realisasi tahun 2015 sebesar 59 sub kegiatan sedangkan realisasi tahun 2016

sebesar 86 dengan persentase capaian pada tahun 2016 sebesar > 100%. Naiknya

realisasi kegiatan berdasarkan target kegiatan pada tahun 2016 hal ini disebabkan :

4. Target pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 ditentukan berdasarkan realisasi

jumlah kegiatan di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015.

5. Target capaian kinerja berdasarkan hasil perencanaan pada Renstra 2016 sd

2021, pelaksanaan kegiatan dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

termuat di dalam hasil monitoring, validasi dan pembuatan Surat keterangan

terdaftar pada tahun berkenaan.

No Indikator
Kinerja Satuan

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi Tahun Lalu
Persentase Kenaikan/

Penurunan Realisasi 2016
vs Tahun

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Jumlah
kegiatan

pembinaan
terhadap

LSM,
Ormas dan

OKP

Kegiatan 86 48 75 59 >100 79 66

Realisasi dari tahun 2013, 2014, 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun

2016 mempunyai persentase kenaikan/penurunan yang signifikan, kenaikan kegiatan

pada tahun 2016. Peningkatan dan penurunan pada jumlah kegiatan pembinaan
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termuat pada kegiatan kemitraan ormas, ormas/LSM/OKP yang aktif tertuang di SKT

dan kegiatan sosialisasi kesbangpol tentang peraturan ormas. Salah satu perbedaan

yang sangat mencolok pada pembuatan awal tingkat keaktifan organisasi

kemasyarakatan adalah pada tahun 2012 ormas, LSM dan OKP yang aktif 42

selanjutnya tahun 2013 sebanyak 17 dan tahun 2014 sebanyak 40 dan pada tahun

2015 sebanyak 39 yang aktif. Sehingga perbandingan presentase pada tiga tahun

sebelumnya tahun 2015 rata – rata 76,6 % sampai 123 % (diatas 100%).

Berdasarkan target rensta tahun 2016 target renstra sebesar 5 kegiatan dan

realisasi sebesar 86 kegiatan dengan capian >100 persen. Sedangkan tahun 2017 pada

sasaran strategis 3 target renstra sebesar 5.

Permasalahan

Target pada tahun 2016 dan 2017 pada renstra yaitu 5 kegiatan, hal ini

dikarenakan :

1. Berdasarkan aturan terbaru bahwa untuk melakukan pembuatan Surat

Keterangan terdaftar terpusat di kementrian hukum dan ham.

2. Merebaknya organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Anggaran yang menunjang kegiatan pembinaan keormasan pada tahun 2017

telah berkurang akibat defisit anggaran.

No Indikator
Kinerja Satuan

Realisasi
Tahun
2016

Target Renstra
Tahun

Persentase Capaian
Terhadap Target
Renstra Tahun

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Jumlah
kegiatan

pembinaan
terhadap

LSM, Ormas
dan OKP

Kegiatan 86 5 5 >100 >100
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Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan sehingga bisa terakomodir realisasi pencapaian indikator

kinerja di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Penguatan ormas dan masyarakat civil society, perlunya dilakukan penguatan

kembali terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 dan segala aturan

turunannya.

- Peningkatan pembinaan organisasi masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya telah sesuai dengan peta

jabatan yang telah ditentukan sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sasaran

strategis telah menunjukkan keberhasilan pencapaian target. Hal ini terlihat pada Peta

Jabatan di lembar berikutnya .
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D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Keuangan Persasaran telah teranggarkan sesuai Program dan Kegiatan

yang terencana di Tahun 2016. Realisasi belanja langsung dan tidak langsung pada Badan

Kesbangpol Kota Bontang sampai dengan 31 Desember 2016 Total Anggaran Setelah

Perubahan yaitu sebagai berikut :

Belanja Operasi dan Modal

Realisasi Belanja Operasi dan modal sampai dengan 31 Desember 2016 untuk

Belanja tidak langsung dan langsung sebesar Rp.8.115.798.894,- dari pagu anggaran

sebesar Rp.9.042.929.460,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Belanja Operasi dan Modal Badan Kesbangpol Kota Bontang

Rincian anggaran per program dan kegiatan dapat terlihat terinci pada tabel

realisasi anggaran sebagai berikut

No. Uraian Realisasi
2.1.1 Belanja Pegawai 5.179.071.736,00
2.1.2 Belanja Barang 2.936.727.158,00
2.2.1 Belanja Modal -

JUMLAH 8.115.798.894,00
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Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2016 Anggaran

Penanggung
Jawab

Target Realisasi Persentase
Capaian Program Pagu Realisasi Presentase

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Penguatan dan
Internalisasi
Ideologi pancasila
dan nilai-nilai
kebangsaan

Berkurangnya peristiwa gangguan
keamanan yang berlatar belakang
ideologi radikal, isu separatisme,
isu sara dan sumber daya ekonomi

Peristiwa 1 0 90 Pengembangan
Wawasan

Pembangunan 90.470.000 24.375.000 27 SKPD

Jumlah Forum Dialog publik Kegiatan 5 36 >100

Kemitraan
Pengembangan

Wawasan
Kebangsaan

1.527.752.000 1.256.530.957 82 SKPD

Peningkatan
Pemberantasan

Penyakit Masyarakat
(PEKAT)

540.136.860 437.811.350 81 SKPD

2 Peningkatan Peran
Ormas Kota
Bontang

Jumlah Kegiatan Pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan 5 86 >100
Program Pendidikan
Politik Masyarakat

36.805.000 31.580.000 86 SKPD

Program
Pemberdayaan

Masyarakat 97.400.000 85.732.600 88 SKPD
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3 Peningkatan Peran
Partai Politik
melalui Pendidikan
Politik

Presentase partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu

Persentase 0 0 100
Program Pendidikan
Politik Masyarakat 200.112.000 170.656.300 85 SKPD

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

2.445.382.697 2.194.004.002 90 SKPD

Peningkatan Sarana
dan Prasarana

Aparatur
387.160.000 354.918.920 92 SKPD

Peningkatan Disiplin
Aparatur 53.520.000 48.793.000 91 SKPD

Peningkatan
Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 139.300.000 113.360.412 81 SKPD

Peningkatan
Pengembangan

Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan

Keuangan

62.761.000 44.789.000 71 SKPD

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 7.300.000 7.300.000 100 SKPD
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Badan Kesbangpol Kota

Bontang, merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun

Anggaran 2016 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk tekhnis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara

reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2016 sangat baik, meskipun masih

ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi standar / target yang diharapkan

sebagian besar adalah dalam kegiatan pelayanan. Disadari atau tidak, dalam

pelayanan ini harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan melalui peraturan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Kota Bontang tahun 2016

adalah sebesar 98 % dari realisasi anggaran sedangkan fisik atau kinerja sebesar

100%. Berdasarkan Skala Ordinal , maka capaian tersebut dapat dikategorikan

“Berhasil“ Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan

Tata Cara Reviu (Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014).

Dengan demikian Renstra dan LKIP ini diharapkan dapat memacu

pelaksanaan Good Governance dan Clean Government serta keterlibatan Stake

Holder.  Kedepan diharapkan akan tercipta hasil kerja yang lebih baik dan berkualitas

dalam rangka menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

Dengan demikian LKIP dibuat ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good

Governance dan Clean Government serta keterlibatan Stake Holder. Kedepan

diharapkan akan tercipta hasil kerja yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bontang, Januari  2017

Sony Suwito Adicahyono SH, MM
NIP. 19700419 199803 1 005

BAB  IV

PENUTUP
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